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BAB V 

PENUTUP 

1.1. KESIMPULAN 

a. Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan dilakukan 

melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap perjanjian 

kredit dan tahap pencarian kredit. Calon debitur melengkapi berkas 

permohonan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan beserta syarat-

syarat lain yaitu KTP, KK, SKU dan surat keterangan nikah bagi yang 

menikah kepada pihak PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk unit 

kupang. Setelah persyaratan dilengkapi pihak bank akan melakukan 

penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha 

calon debitur. 

b. Penganturan hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur dan debitur atas 

perjanjian pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan adalah 

memberi keringanan kepada nasabah 

c. Permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit usaha rakyat tanpa 

jaminan, secara teknis terdapat dua masalah yaitu mengenai kredit 

bermasalah, keterlambatan preoses pencairan dari pihak kreditur. 

Sedangkan permasalahan dari nasabah biasanya terjadi pada 

pengembalian/setoran 
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1.2. SARAN 

a. Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan di PT. bank 

artha graha internasional, tbk unit kupang sebaiknya harus melakuakan 

pendampingan dan pengawasan terhadap usaha nasabah 

b. Pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur dan debitur atas 

perjanjian pemberian kredit usaha rakyat usaha (KUR) tanpa jaminan di 

PT. bank artha graha internasional, tbk unit kupang perlu diatur dengan 

baik pengaturan hak dan kewajiban dalam pengawasan dan 

pendampingan pihak debitur kepada pihak kreditur. 

c. PT. bank artha graha internasional, tbk unit kupang harus melakukan 

pembaruan (updating) ketentuan internal dan pedoman secara 

berkeseimnambungan dalam penyempurnaan pelaksanaan KUR dan 

menghindari masalah-masalah yang timbul akibat pelaksanaan KUR.   
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